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Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

1. Apakah pengujian kelayakan kendaraan wajib dilakukan? 

Jawab: Uji tipe dan uji berkala dilaksanakan di Kementerian perhubungan. 

Uji tipe terdiri dari 2 (dua), yaitu uji tipe fisik dan uji rancang bangun. Setiap 

kendaraan yang dibuat, dirancang, dirakit, atau diimpor atau dimodifikasi 

wajib dilakukan uji tipe sepanjang kendaraan itu berjalan. Ada istilah 

KBWU (Kendaraan Bermotor Wajib Uji), selain uji tipe, juga dilakukan uji 

berkala di Dinas Perhubungan. Jika kendaraan tidak wajib uji, maka tidak 

dilakukan uji berkala. Uji tipe memiliki output berupa Sertifikat Registrasi 

Uji Tipe (SRUT) yang merupakan dokumen yang perlu dilengkapi untuk uji 

berkala. Untuk kendaraan fisik lengkap (Mobil dan motor) dapat langsung 

menerbitkan SRUT. Untuk kendaraan berupa landasan (truk), perlu melalui 

tahapan lebih lanjut. 

 

2. Apa pedoman yang digunakan dalam melakukan uji kelayakan 

kendaraan bermotor? 

Jawab: 

Landasan hukumnya UU 22/2009, PP 55/2012 yang akan direvisi di tahun 

ini, PM 33/2018 dengan perubahan dua kali PM 30/2020 dan PM 23/2021. 

 

3. Bagaimana alur pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor dalam 

mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji 

Tipe (SRUT) kendaraan bermotor? 
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Jawab: 

Pertama, kendaraan di uji di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi 

Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), baik itu kendaraan fisik lengkap atau 

kendaraan berupa landasan. Setelah dinyatakan lulus, maka terbitlah Surat 

Uji Tipe (SUT). Jika kendaraan fisik lengkap, maka dapat langsung 

mengajukan permohonan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sesuai 

jumlah kendaraan yang akan diproduksi. Jika kendaraan berupa landasan, 

maka perlu membuat desain rancang bangun yang diajukan ke Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat untuk disahkan menjadi Surat Keputusan 

Rancang Bangun (SKRB). Kemudian, karoseri membuat kendaraan sesuai 

dengan SKRB yang kemudian mengajukan permohonan cek fisik di 

BPLJSKB. Jika lolos, maka akan diterbitkan SRUT. 

 

4. Apakah komponen-komponen yang diuji perlu memiliki Standarisasi 

SNI? 

Jawab: Kementerian Perhubungan hanya mengecek secara sistematis 

kendaraan tersebut bekerja. Untuk SNI, ada di Badan Standarisasi Nasional 

(BSN) yang SNI hanya untuk komponen-komponen tertentu saja, tidak 

menyeluruh. 

 

5. Apakah rangka kendaraan bermotor menjadi objek yang diuji dalam 

uji tipe? 
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Jawab: Dalam Permenhub Nomor PM 23 tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Permenhub Nomor PM 33 tahun 2019 tentang Pengujian Tipe 

Kendaraan Bermotor, terdapat pemeriksaan persyaratan teknis, seperti 

susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, dan rancangan teknis 

kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. Pengecekan rangka 

kendaraan di Kemenhub dicek secara visual, tidak menggunakan alat, 

karena pengujian memiliki nilai. Untuk pengujian yang menggunakan alat, 

masuk ke dalam kategori pengujian laik jalan, seperti uji emisi gas buang, 

uji kebisingan suara, uji radius putar, dan sebagainya. 

 

6. Menurut narasumber, Apakah terdapat hal yang belum diatur atau 

belum dapat diuji berkaitan dengan pengujian kelayakan kendaraan 

bermotor? 

Jawab: Pengecekan pada persyaratan teknis masih secara visual, seperti 

susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, dan sebagainya. Kemenhub 

mengecek sistematika kendaraan, tidak sampai detail terkecil, seperti skrup 

dan mur. Saat ini sedang dibangun poving ground untuk pengujian dengan 

sertifikasi internasional. 

 

7. Apakah kendaraan bermotor yang telah memiliki Sertifikat Registrasi 

Uji Tipe perlu melakukan uji berkala? 

Jawab: Ya, tetap perlu 
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8. Apakah kendaraan bermotor yang telah memiliki Sertifikat Registrasi 

Uji Tipe perlu melakukan uji sampel? 

Jawab: Terdapat dua kategori pelaksanaan uji sampel, yaitu ketika mencapai 

jumlah tertentu dan waktu tertentu. Jumlah tertentu dimaksud jika produksi 

dari suatu kendaraan telah menyentuh angka 50.000 unit untuk roda 4, 

10.000 unit untuk roda 3, dan 500.000 unit untuk roda 2. Untuk waktu 

tertentu memiliki maksud bahwa uji sampel dilakukan setiap 1 (satu) tahun 

sekali. 

 

9. Bagaimana jika produsen kendaraan bermotor tidak melakukan uji 

sampel? 

Jawab: Pengimpor dapat tidak melakukan uji sampel jika tidak ada unitnya, 

sehingga tidak diwajibkan uji sampel. Jika kemudian sudah ada unitnya, 

maka wajib untuk uji sampel. Kalau tidak melakukan uji sampel, akan 

diberhentikan SRUT-nya. 

 

10. Bagaimana alur pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor dalam 

uji sampel? 

Jawab: Pertama, Kemenhub bersurat kepada Agen Tunggal Pemegang 

Merek (ATPM). ATPM melakukan pemilihan unit yang akan dilakukan uji 

sampel dan menyiapkan unit maksimal 7 hari. Kemudian, dilakukan uji 

sampel selama 3 bulan. 
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11. Apakah Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe 

(SRUT) masih berlaku jika ditemukan cacat pada kendaraan 

bermotor? 

Jawab: Jika terjadi ketidaksesuaian, maka dilakukan uji sampel ulang 

terhadap kendaraan bermotor yang sama tipenya. Jika masih tidak sesuai 

selama 2x maka dikeluarkan surat keterangan ketidaksesuaian. Adanya 

ketidaksesuaian ini, maka Dirjen Perhubungan Darat akan menolak 

penerbitan SRUT untuk seri kendaraan bermotor yang tercantum dalam 

SUT. Kemenhub juga akan melakukan pengumuman melalui laman 

Kemenhub. 

 

12. Menurut narasumber, apakah produsen kendaraan bermotor wajib 

melakukan penarikan kembali terhadap kendaraan yang terindikasi 

cacat? 

Jawab: Produsen biasanya memang lebih memilih untuk menarik kembali 

produk yang terindikasi cacat. Ada istilah silent recall yang dirasa cacat 

produksi oleh produsen, dimana produsen lebih memilih untuk 

memperbaiki secara diam-diam suku cadang yang dirasa cacat. Jika terjadi 

ketidaksesuaian pada uji sampel, maka Kemenhub akan melakukan 

pengumuman, berkaitan dengan recall dan perbaikan ada di ATPM. 

 

13. Bagaimana proses penarikan kembali terhadap kendaraan yang 

terindikasi cacat? 
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Jawab: Jika ada recall, ATPM bersurat kepada dirjen perhubungan darat cq. 

Direktur sarana. Mereka biasanya menyampaikan item yang akan diganti 

atau diperbaiki. Permohonan recall berisi jumlah unit, jangka waktunya 

berapa lama, dan targetnya berapa unit. ATPM kemudian menyampaikan 

recall melalui media sosial untuk recall unit. ATPM melaporkan setiap 6 

bulan proses recall tersebut, terkadang memang tidak bisa 100% karena 

sulit untuk menghubungi konsumen yang kendaraannya sudah 

dipindahtangankan. 

 

14. Apakah seluruh pengujian yang dilakukan oleh Kementerian 

Perhubungan cukup dalam menjamin keamanan dan keselamatan 

konsumen kendaraan bermotor? 

Jawab: Tugas Kemenhub memang menguji kendaraan sebelum 

dioperasikan di jalan. Jika berdasar data kepolisian, memang kebanyakan 

kecelakaan karena human error. Jika sebelum kendaraan dioperasikan di 

jalan memang tugas dari Kemenhub dan kewajiban kemenhub adalah 

menerbitkan SUT dan SRUT.  

 

15. Kendaraan bermotor sudah melalui proses uji, namun dikemudian 

hari ditemukan adanya cacat, menurut narasumber bagaimana cacat 

ini bisa terjadi? 

Jawab: Untuk komponen jika di kemudian hari ada ketidaksesuaian 

biasanya dari ATPM ada evaluasi, seperti ada yang lasnya ternyata kurang 



100 
 

kuat. Dari Kemenhub tidak sampai mengecek mendetail per komponen. 

Kemenhub hanya mengecek secara keseluruhan sistem dan biasanya ATPM 

melakukan penggantian terhadap salah satu komponen saja, ada salah satu 

ATPM yang melakukan recall terhadap mur dan baut, yang bahkan 

Kemenhub tidak melakukan pengecekan terhadap hal tersebut. 

 

 


